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Dalam rangka merealisasikan putusan hakim yang mencerminkan proses hukum yang adil, adatiga
komponen penting yang harus dipenuhi yaitu penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara
formal, penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai tersangka/terdakwalterpidana, dan sidang pengadilan
yang bebas dan hakim yang tidak memihak. Ketiga komponen di atas pada hakikatnya telah mampu
mengakomodasikan tiga asas penting mengenal peradilan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas
persamaan hukum, dan asas keadilan. Prasyarat demikian dapat menjadi barometer bagi wujud penegakan
hukum yang benar, sekaligus sebagai antisipasi dari arbitrary process (proses yang sewenang-wenang atau
semata-mata berdasarkan kuasa penegak hukum).

Dalam konteks yang demikian relevan kiranya komponen-komponen proses hukum yang adil diujikan pada
putusan MA No. 55 PK/Pid/1996. Hasil penelitian menunjukkan, ada dua persoalan mendasar yang dapat
diamati dari putusan PK MA tersebut. Pertama, diterimanya permohonan PK jaksa oleh Majelis PK MA,
dan Kedua yaitu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang telah diputus bebas. Dari perspektif yuridis
putusan MA model demikian tidak dapat dibenarkan dan termasuk keliru. Namun, dalam perspektif
sosiologis keadaan yang demikian tidak dapat dihindari karena banyak persoalan lain yang ikut berperan.
Persoalan manusia yang menjalankan penegakan hukum, teramat khusus hakim sebagai faktor penentu dan
intervensi pihak kekuasaan pemerintahan terhadap pel aksanaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan
fungs judisial, ternyataikut berandil besar bagi wujud suatu putusan.

Dalam kondisi sistem peradilan yang sudah tertata sedemikian, amatlah sulit kiranya menjadikan pengadilan
sebagal |lembaga yang benar-benar diharapkan mampu mewujudkan tegaknya hukum secara wibawa atas
dasar keadilan. Oleh karena itu, amatlah penting kiranya ditunjukkan perilaku patuh dan taat hukum
terutama dari pihak pelaksana penegakan hukum yang dibarengi dengan political will pihak kekuasaan
pemerintahan negara untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan peradilan yang baik. Adalah naif lembaga
pengadilan tertinggi sebagai bentengnya keadilan justru memunculkan ketidakadilan. Persoalan demikian
amatlah buruk bagi citralembaga peradilan, sekaligus amat berpengaruh bagi masa depan peradilan pidana
yang pada gilirannya akan semakin sulit mewujudkan proses hukum yang adil dan wibawa penegakan
hukum di Republik tercinta Indonesia.
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